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RINGKASAN 

Naomi Thresia Hasibuan. 2023. UPAYA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU 

DALAM PEMBERANTASAN PELACURAN BERDASARKAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2002 TENTANG 

PEMBERANTASAN PELACURAN. Skripsi, Program Sarjana Program Studu 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 94 halaman. 

Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina S.H., M.H. 

Pelacuran merupakan perilaku sosial menyimpang yang didasarkan oleh adanya 

unsur tawar-menawar, pemuasan nafsu dan pembayaran. Pelacuran tidak hanya 

dianggap sebagai hal maksiat yang dinajiskan oleh masyarakat namun juga menjadi 

patologi sosial yang belum bisa diatasi oleh pemerintah. Melalui permasalahan 

Pelacuran yang ada, masing-masing daerah berdasarkan kewenangan yang 

dimilikinya, membentuk produk hukum daerah tentang upaya pencegahan maupun 

pemberantasan pelacuran. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 06 tahun 2002 

tentang Pemberantasan Pelacuran merupakan salah satu hasil dari dibentuknya 

Peraturan Daerah tersebut dan telah berlaku selama 21 tahun sejak diundang-

undangkan. Namun dalam penerapan dan penegakannya Peraturan Daerah ini 

masih belum mencapai kata efektif dalam penegakannya. Dibuktikan dengan data 

langsung yang bersumber dari Satpol PP Kota Banjarbaru, dimana jumlah angka 

pelacuran yang terjaring pada tahun 2023 (Januari- November) sejumlah 39 

meningkatkan dibading tahun 2022 yang berjumlah 26. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau field research dengan 

spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sifat penelitian ini dipilih karena 

merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu 

fenomena. Berdasarkan jenis penelitiannya data primer berkenaan dengan 

Implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Peraturan Daerah 

Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran didapat dari lapangan 

secara langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, serta data 

sekundernya didapat dari Undang-undang, peraturan daerah, jurnal, buku-buku, 

berita yang berkaitan dengan penelitian.  

Berdasarkan data dan analisis berkenaan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 

Nomor 06 tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran masih belum mencapai 

kata efektif dalam penegakannya. Dibuktikan dengan data yang tercantum pada 

tabel Jumlah Pelaku Pelacuran yang terjaring oleh Satpol PP Kota Banjarbaru, 

dimana jumlah angka pelacuran yang terjaring pada tahun 2023 meningkat 

sebanyak 50% dari jumlah tahun 2022. Sehingga masih terdapat beberapa 

problematika dalam upaya pemerintah kota Banjarbaru oleh Dinas Sosial dan 

SatPol PP kota Banjarbaru.  

Pemerintah kota Banjarbaru telah melakukan Upaya penanganan yang dilakukan 

oleh aparat penegak peraturan daerah yaitu Satpol PP. Beberapa penanganan yang 

dilakukan pemerintah kota Banjarbaru adalah: Menutup lokalisasi Pembatuan 

menjadi eks lokalisasi; Patroli rutin secara terus menerus; Pembongkaran bilik 



 

x 
 

kamar yang diduga menjadi tempat pelacuran; Penyitaan barang-barang yang 

dipergunakan dalam praktik pelacuran; Penyelesaian yang didampingi oleh Satpol 

PP secara Yustisi dan non Yustisi; Pembuatan beberapa instansi di eks lokalisasi 

Pembatuan. Penerapan sanksi, dalam upaya represif yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu penyelesaian secara Yustisi dan non Yustisi. 

Secara Yustisi, pelaku akan dibawa dan diselesaikan secara Litigasi Tipiring 

(Tindak Pidana Ringan), dengan 2 jenis putusan; putusan denda dan putusan 

kurungan badan. Secara non Yustisi dilakukan dalam beberapa tahapan, dan wajib 

untuk membuat surat pernyataan maupun pengakuan oleh pelaku kepada Satpol PP. 

Upaya Pembinaan dilakukan oleh Bidang Rehabitasi Sosial Dinas Sosial Kota 

Banjarbaru. Pembinaan dilakukan dalam kurun waktu 3 hari sesuai SOP yang 

berlaku dan diakhir pembinaan, pelaku akan membuat surat pernyataan dan 

perjanjian agar tidak membuat dan mengulang hal yang sama dikemudian hari.   

Upaya penegakan Perda yang dihadapi oleh pemerintah daerah dipengaruhi oleh 3 

fakor yakni substansi hukum, struktrur hukum, dan budaya hukum.   Faktor 

substansi hukum, bahwa peraturan daerah ini dianggap kurang relevan dan tidak 

sesuai dengan perkembangan zaman, dimana praktik pelacuran sekarang berjalan 

secara dalam jaringan, namun perda ini tidak mengatur; endahnya kesadaran oleh 

pemerintah daerah tentang tidak relevannya sebuah peraturan daerah, padahal perda 

tersebut membutuhkan revisi maupun pembaharuan; perda tidak mengatur upaya 

pencegahan dan penanganan secara khusus seperti tercantum dalam Peraturan 

Daerah Surakarta nomor 3 tahun 2006; tidak mengatur mengenai rehabilitasi 

dan reintegrasi. Faktor oleh Struktur Hukum adalah Satpol PP sebagai penegak 

yang belum bisa menjaga kerahasiaan atau menjaga informasi mengenai akan 

diadakannya razia, terbukti dengan adanya kebocoran informasi yang diketahui 

oleh masyarakat di eks lokalisasi tersebut dan pelacur itu sendiri yang terjadi dari 

tahun ke tahun; lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran 

teroritis dan kaidah, maupun dalam tingkat operasional; Personil yang cakap dalam 

menindak hal-hal yang berkenaan dengan pelacuran ini juga masih sangat minim. 

Faktor Budaya Hukum adalah masyarakat yang hidup modern memilih untuk 

menjunjung nilai individual dalam dirinya, yakni masyarakat tersebut memilih 

untuk tidak ikut campur urusan lain; Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum 

dalam budaya hukum, maka secara otomatis masyarakat tersebut memiliki 

keingintahuan dan keinginan untuk mematuhi hukum yang berlaku, Adakalanya 

masyarakat yang lebih mengetahui peraturan dalam hukum lebih berpotensi 

untuk mematuhi hukum. 
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ABSTRAK 

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 06 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 

Pelacuran bertujuan untuk memberantas pelacuran serta menjunjung tinggi nilai 

sosial dan moral pada masyarakat. Namun faktanya pelacuran di Kota Banjarbaru 

masih mengalami peningkatan yang siginifikan dari tahun lalu hingga 2023 ini. 

Oleh karena itu, penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 

terkait implementasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan serta 

penerapan Peraturan Daerah nomor 06 Tahun 2002 tentang pemberantasan 

pelacuran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau field research 

yang sumber datanya didapat dari lapangan secara langsung melalui Wawancara 

dan observasi pada Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Implementasi 

peraturan daerah ini sudah cukup baik walau belum sepenuhnya efektif. Pemerintah 

Kota Banjarbaru telah melakukan penanganan yang cukup serta melakukan 

berbagai upaya penanganan oleh aparat penegak peraturan daerah, yakni menutup 

lokalisasi Pembatuan menjadi ekslokalisasi, patroli yang dilakukan secara terus-

menerus, penyelesaian secara yustisi dan non yustisi oleh Satpol PP dan upaya 

pembinaan Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Namun, upaya tersebut belum maksimal 

dalam upayanya karena dipengaruhi oleh tiga faktor yakni substansi hukum, 

struktur hukum serta budaya hukum. Faktor substansi hukum, peraturan daerah ini 

dianggap kurang relevan pada era digital ini, tidak mengatur pelacuran yang 

berjalan secara daring, tidak adanya upaya pencegahan serta penanganan secara 

khusus seperti peraturan daerah kota lain yang juga telah mencantumkan upaya 

rehabilitasi dan reintegrasi. Faktor struktur hukum, penegak hukum yaitu Satpol PP 

belum bisa menjaga kerahasiaan informasi, lemahnya koordinasi antar penegak 

hukum. Faktor budaya hukum, yaitu masyarakatnya yang masih menerima 

berkembangnya pelacuran di wilayah tinggal mereka. 

 

Kata kunci (keyword): peraturan daerah, pelacuran, implementasi, faktor-faktor 
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